MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Agustus 2019
Yth. Gubernur KDH Provinsi
di -

- Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 356 /7323 / SJ
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN
KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019-2020

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi disebutkan bahwa Menteri,

Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait

melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) dan menyampaikan laporan

pelaksanaannya kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) setiap 3 (tiga)
bulan sekali.

Sehubungan dengan hal tersebut, dinarapkan perhatian Saudara terhadap hal-hal
sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan Aksi PK Triwulan | (B03) Tahun 2019, tingkat
kepatuhan pelaporan Pemerintah Daerah masih belum memadai yakni hanya 341
daerah atau 63% dari total 542 Pemerintan Daerah yang wajib menyampaikan
laporan. (rincian terlampir)

2. Mengingat bahwa Aksi PK 2019-2020 merupakan program strategis nasional agar
Saudara mengambil langkah-langkah percepatan untuk melaksanakan 3 (tiga) aksi
yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yaitu:

KRITERIA
P 3 B
NO AKSI | KEBERHASILAN | NANGGUNGJAWA
1 Perbaikan tata | a. Optimalisasi tata  a. Pemerintah Daerzh
kelola data dan kelola pengawasan Provinsi: Kalimantan
kepatuhan sektor hutan Tengah, Kalimantan Timur,
ekstraktif ! Sulawesi Barat, Riau dan
kehutanan, dan ; Papua
perkebunan i
b. Dibukanya data|b. 64 Pemerintah Daerah
penetapan hutan Kabupaten di  wilayah
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—
NO AKSI ' HRITERIA PENANGGUNGJAWAB
| KEBERHASILAN
Ii yang  sudah Provinsi Kalimantan
r ditetapkan ke publik Tengah, Kalimantan Timur,
Sulawesi Barat, Riau dan
Papua
2 Peningkatan Tercapainya tingkat | Seluruh  Pemerintah Daerah
profesionalitas kematangan UKPBJ | Provinsi dan Kabupaten/Kota
dan  modernisasi |pada level 3
E:rne?:gdzi - Terimplementasinya Seluruh  Pemerintah Daerah
J  e-katalog lokal Provinsi
Meningkatnya  efisiensi | 5 Pemerintah Daerah Provinsi:
pengadaan melalui | DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa
konsolidasi pengadaan | Tengah, Jawa Timur dan
di tingkat Pemerintah | Sumatera Utara
Provinsi
b Penguatan Percepatan Seluruh Pemerintah Daerah
pelaksanaan | pelaksanaan sistem | Provinsi
Reformasi merit
Birokrasi

3. Pelaksanaan Aksi PK Tahun 2019-2020 merupakan sinergi dengan Rencana Aksi
Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Aksi Korsupgah) yang dikoordinasikan oleh
KPK. Oleh karena itu, struktur pelaksanaan dan pelaporan Aksi PK agar
menyesuaikan dan disatukan dengan struktur pelaksanaan dan pelaporan Aksi

Korsupgah;

4. Guna keberhasilan pelaksanaan Aksi PK dan Aksi Korsupgah Tahun 2019-2020, agar

Saudara memerintahkan:

a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk mengalokasikan pemenuhan
anggaran kegiatan Aksi PK dan Aksi Korsupgah ke dalam APBD Tahun 2019 dan

2020;

b. Kepala Perangkat Daerah terkait:
1) Melaksanakan Aksi PK dan Aksi Korsupgah secara sungguh-sungguh sesuai
tugas pokok masing-masing; ,

2) Menjamin pelaksanaan tahapan, target dan kualitas Aksi PK dan Aksi
Korsupgah yang telah ditetapkan tercapai dan memberikan nilai manfaat bagi
Pemerintah Daerah; dan

3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Aksi PK dan

Aksi Korsupgah.

C. Inspektur Daerah Provinsi:
1) Melakukan monitoring dan penjaminan kualitas atas aksi yang dilakukan oleh
perangkat daerah, meliputi:
a) Mendorong dan memastikan perangkat daerah melaksanakan Aksi PK dan

Aksi Korsupgah; i
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